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PENETAPAN
Nomor 86/Pdt.G/2024/PA.Tbnan

g}&r AR 5
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan
putusan secara Elektronik dalam perkara Cerai Talak antara:
. t=mpat dan tanggal lahir [ INEEEEEEE

I (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan Security, tempat kediaman [ EGcNGNGGE
|
Kabupaten Tabanan, Bali, dalam hal ini menggunakan domisili
elektronik dengan alamat email: || GG
sebagai Pemohon.

melawan

I cmpat dan tanggal lahir (IS
I (uur 37 tahun), agama Islam, pendidikan
SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tanggali
I
. \usa Tenggara

Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohondi muka sidang;
DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohondalam surat Gugatannya tanggal 25 Oktober 2024

telah mengajukan Gugatan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Tabanan secara elektronik (ecourt) dengan Nomor
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86/Pdt.G/2024/PA.Thnan, tanggal 25 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada

pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa pada tanggal 12 November 2011, telah dilangsungkan perkawinan
antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan
sesuai dengan syariat Islam; Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor

Urusan  Agama (I

sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : | EGczNN:

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan
berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah

tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah
kediaman bersama di Jalan Gunung Agung Gang XVI, Desa Dajan Peken,
Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali selama kurang lebih 12

tahun;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul
sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang

bernama:

4.1 I - -
laki, lahir di | . - 1!
tahun;

42. I
Laki-laki, lahir di Tabanan pada tanggal || GG vsi= 7

tahun;

5. Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan
bahagia selama 1 tahun, namun sejak tahun 2012 sering terjadi perselisihan
dan percekcokan secara terus menerus; Adapun penyebab perselisihan dan

percekcokan tersebut adalah :
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5.1. Termohon suka berkata kasar terhadap Pemohon walaupun hanya

disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;

5.2. Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon terlalu berani/suka

membantah perkataan Pemohon apabila diberi nasehat;

5.3. Termohon sejak tahun 2013 telah kembali ke agama semula yaitu
agama Kristen, terbukti dari pengakuan Termohon sendiri dan sering

ikut ritual agama yang berakibat tidak harmonisnya rumah tangga;

5.4. Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain secara adat, terbukti

dari pengakuan Termohon kepada Pemohon;

6. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Desember 2023 dimana
Pemohon dan Termohon sudah merasa tidak ada kecocokan lagi.
Kemudian Termohon memutuskan pergi dari rumah dan sehingga
semenjak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada

hubungan yang baik layaknya suami-istri;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi,
Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga
Termohon untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan,

namun usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana
diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga
yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari

suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, Pemohon
mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon atas dasar perselisihan
yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu
ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
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Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai ini
dikabulkan;

10. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum

yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, maka dengan ini
Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tabanan cq. Majelis Hakim
berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya
sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan fasakh perkawinan antara Pemohon (_

) dan Termohon (I
)

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;
SUBSIDER :
Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah
hadir di perisdangan;

Bahwa Termohon telah dipanggil melalui surat tercatat, berdasarkan
relass panggilan yang pertama telah diserahkan oleh pejabat kelurahan
setempat, sehingga dinyatakan sah dan patut, namun pada relass kedua
dinyatakan Termohon tidak dikenal dialamat tersebut, sehingga dinyatakan
tidak sah dan patut relass panggilan tersebut;

Bahwa hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk
mencari alamat Termohon, namun Pemohon menyatakan tidak berhasil
mencari alamat Termohon, dan Pemohon bermaksud untuk mencabut surat
permohonannya dan akan memastikan alamat Termohon lagi;

Bahwa dalam persidangan selanjutnya Pemohon telah mengajukan

permohonan u mencabut permohonanya secara e-court (sistem elektronik);
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Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang
terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang
dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari

Penetapan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonadalah
seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencabut surat permohonannya
melalui ecourt (sistem elektronik);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv menyatakan
bahwa pencabutan perkara diperbolehkan sebelum pemeriksaan perkara/pihak

lawan menyampaikan jawaban, tidak memerlukan persetujuan lawan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo belum masuk tahap
jawaban, maka Hakim dapat mempertimbangkan pencabutan perkara

Pemohon;

Menimbang, bahwa telah ternyata permohonan pencabutan oleh
Pemohon telah sesuai dengan ketentuan di atas, oleh karenanya pencabutan

tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai Pemohon dicabut dan
perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim memandang perlu
memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam

register perkara dalam kolom keterangan;
Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa bidang
perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan
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Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif
Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya jo. Keputusan Ketua
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57/MA/SK/III/2019 tentang Biaya
Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, semua biaya perkara yang timbul
dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana
tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal peraturan perundang-undangan yang

berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor
86/Pdt.G/2024/ PA.Tbnan;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut

dalam register perkara;

3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp 187.000,-

(seratus delapan puluh tujuh rupiah);

Demikian Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum, pada hari ini Rabu tanggal 13 Nopember 2024 M. bertepatan dengan
tanggal 11 Jumadil Awwal 1446 H. Oleh Siti Juwariyah, S.H.l., M.H. sebagai
Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 90/KMA/HK.05/5/2023 tentang Permohonan Izin Persidangan
Dengan Hakim Tunggal, dan dibantu Ardiansyah, S.H., M.H. sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, melalui sistem informasi Pengadilan
Agama Tabanan (elektronik) tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal

ttd

Siti Juwariyah, S.H.I. M.H.,
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Panitera Pengganti

ttd

Ardiansyah, S.H., M.H.

Perincian Biaya :
1. Biaya PNBP:

- Pendaftaran :Rp. 30.000,-
- Panggilan pertama :Rp. 20.000,-
- Redaksi :Rp  10.000,-
- Pencabutan Perkara :Rp  10.000,-
2. Biaya Proses dan ATK :Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan :Rp  57.000,-
4. Sumpah 'Rp 0.00,-
5. Meterai :Rp. 10.000,-
Jumlah :Rp. 187.000,-

(seratus delapan puluh tujuh rupiah);
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